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Abstrak :Selling is a form of continuous experiencing muamalah development hand in hand with the development of the times and technology. This is evident with the rise of the trading system or method practiced by humans from time to time. As we know, in ancient times known system of barter or exchange of goods with the goods, then grew with the discovery of money to buy and sell, as we see in General. Even at this point, the human being easier with a system of buying and selling where one does not have to have the goods or money used to trade with other people, the system is commonly known to us with the credit system. However, the development of the system of buying and selling should be seen first if the system in accordance with Islamic teachings or not. One example is the system of buying and selling gold for no cash. At the time of the Prophet, selling the gold it can be when made in cash. But today, there are several products from some financial institutions that trade in gold in installments. It has certainly led to disquiet among the public. And as the solution, MUI set that may make selling gold is not the cash. It is certainly exciting to be scrutinized so that we know what base and method of istinba>t} used MUI in setting such a fatwa.
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Pendahuluan
Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.​[1]​ Dinar dan dirham yang digunakan orang Arab waktu itu tidak didasarkan pada nominalnya, melainkan menurut beratnya. Jadi dinar dan dirham ketika itu hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak saja. Dalam perjalanan sejarah, berkembang pemikiran bahwa uang tidak hanya bisa dibuat dari emas atau perak. Hal ini terbukti dengan adanya bentuk uang sebagaimana yang kita kenal saat ini.
 Dengan berkembangnya uang ini, berkembang pula pola atau sistem jual beli yang berlaku pada masyarakat. Pada zaman dahulu, jual beli yang sering dilakukan adalah jual beli secara kontan/tunai. Alasannya, pada saat itu sistem yang dipakai adalah sistem barter (pertukaran barang dengan barang). Akan tetapi, pada zaman sekarang, dimana manusia telah mengenal uang, kebiasaan itupun berpindah. Jual beli yang dulunya dilakukan secara tunai/kontan kini berubah menjadi sistem kredit karena dinilai lebih banyak mengandung manfa’at. Sebagai salah satu contoh, apabila kita melihat toko-toko yang menjual barang-barang elektronik ataupun sepeda motor,  baik di desa maupun di kota-kota besar, dalam menawarkan barang dagangannya selain menggunakan sistem kontan, mereka juga akan memberikan fasilitas kredit. Hal ini bukannya tanpa alasan, akan tetapi dengan menawarkan jual beli dengan sistem kredit ini masyarakat yang kebetulan tidak memiliki dana cukup untuk membeli barang-barang tersebut, dengan sistem kredit ini mereka akan bisa memiliki barang tersebut meskipun konsekuensinya nanti harga yang harus ia bayar lebih tinggi daripada harga kontan. Dalam memberikan fasilitas kredit ini, penjual akan memberikan penjelasan mengenai apa dan bagaimana cara mendapatkan produk-produk yang dijual tersebut. Sekilas, tidak ada masalah mengenai jual beli dengan sistem kredit ini.
Masalah baru muncul ketika yang dikreditkan adalah emas yang pernah dijadikan alat tukar pada zaman Rasulullah sebagaimana yang terjadi beberapa tahun terakhir ini karena dipengaruhi oleh semakin maraknya produk-produk lembaga keuangan syariah yang mengangkat tema tentang emas itu sendiri baik itu dalam bentuk produk muraba>h}ah maupun gadai emas sebagai media investasi. Padahal, di zaman Rasullullah jual beli emas secara tangguh/kredit ini diharamkan karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya’ir (sejenis gandum) ditukar dengan sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian asalkan secara kontan juga.”​[2]​
Dalam memahami hadis tersebut Ulama berbeda pendapat. Sebagian Ulama mengharamkan jual beli emas dengan sistem tangguh atau kredit ini dengan alasan yang paling menonjol adalah bahwa uang (yang digunakan sebagai alat pembayaran pada masa kini) dan emas merupakan thaman (harga, uang), dimana thaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. Sebagian Ulama yang lain, berpendapat bahwa boleh/halal melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamathul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).​[3]​
Fenomena ini sudah barang tentu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas mengenai legalisasi tentang status hukum jual beli emas secara tangguh ini dalam pandangan Islam. Terlebih lagi kebiasaan kredit emas ini sudah membudaya di kalangan masyarakat pada umumnya yang ingin berinvestasi pada emas.
Sehubungan dengan hal tersebut, MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah di Indonesia, memberikan solusi dengan menetapkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010, MUI yang memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli mura>bah}ah, hukumnya boleh (mubah, ja>’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan ketentuan harga jual (s\aman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Salah satu pertimbangan yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut adalah karena transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsit}) maupun secara tangguh (ta’jil).​[4]​
Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dimana pada saat zaman Nabi jual beli emas secara kredit ini dilarang akan tetapi pada saat ini, jual beli emas semacam ini dihalalkan di Indonesia. Apakah sudah terjadi perbedaan  di sudut pandang dikalangan para Ulama’ dalam melihat suatu permasalahan yang ada sebagaimana kaidah yang mengatakan, “Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.”
Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk itulah penulis memandang perlu untuk melakukan studi penelitian terkait dengan metode istinba>t}} hukum yang telah digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai serta untuk mengetahui metode apakah yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai tersebut.
Selain itu, pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat, baik bagi pembaca dan terlebih lagi bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :
1.	Aspek teoritis (keilmuwan)
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum Islam pada jual beli emas secara tidak tunai serta memberikan pemahaman studi jual beli emas secara tidak tunai untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa fakultas syariah.
2.	Aspek praktis (terapan)
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar tindakan bagi para pihak yang selama ini senantiasa bersinggungan dengan jual beli emas, khususnya lembaga-lembaga keuangan syariah maupun masyarakat luas.
Studi ini sendiri merupakan penelitian pustaka(library research) yang menjadikan bahan pustaka sebagai dasar utama kajiannya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Istinba<t} dalam Hukum Islam
Menurut ilmu ushul fiqh, kata ijtihad​[5]​ identik dengan kata istinba>t}}. Menurut bahasa,Istinba>t}} berasal dari kata nabth (air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali) atau bisa juga “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.” Adapun menurut istilah, arti ijtihad atau istinba>t}} ialah “menggali hukum syara’ yang belum ditegaskan secara langsung oleh nas} al-Qur’an atau sunnah.​[6]​Muhammad bin Ali al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Sapiudin Shidiq, mendefinisikanistinba>t}} sebagai upaya menarik hukum dari al-Qur’an dan sunah dengan jalan ijtihad.​[7]​
Secara umum, ijtihad diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ijtihad bayani, ijtihad ra’y, dan ijtihad istishlahi.​[8]​ Akan tetapi, dalam kesempatan kali ini pembahasan akan lebih difokuskan kepada ijtihad yang ketiga yaitu ijtihad istishlahi.

Ijtihad Istishlahi
Ma’ruf Amin mendefinisikan ijtihad istishlahi sebagaimana dikutip oleh Yeni sebagai metode untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara’ dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas} baik qat}’i maupun z}anni, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nas} yang ada, belum diputuskan oleh ijma, dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istih}san.​[9]​ Adapun yang termasuk ke dalam pola ini adalah ‘urf.
Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu ​al-Adat dan al-’urf.​[10]​ Jumhur Ulama mengidentikkan term a>dah dengan ‘urf, keduanya mempunyai arti yang sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya. “A<dah adalah suatu (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus.”​[11]​ ‘”Urf adalah suatu (perbuatan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera”.​[12]​
Dari sini terlihat bahwa ‘urftidak hanya merupakan perkataan, tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu, karena itu dalam terminologi bahasa Arab antara ‘urf dan adat tiada berbeda.​[13]​
Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa ‘urf juga disebut adat (kebiasaan), karena ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘urf dan a>dat, namun dalam pemahaman biasa bisa diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat. Karena di samping telah dikenal oleh masyarakat juga telah bisa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.
Adapun dasar atau landasan hukum ‘urf adalah :
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
“Dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”(QS. al-A’raf: 199).​[14]​
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
“Dan pergaulilah secara patut”(QS. an-Nisa: 19).​[15]​
عَنْ عَبْدِا اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : مَارَأهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنً
“Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah” (HR. Ahmad dari Ibnu Mas’ud).​[16]​
‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian, ditinjau dari sifatnya ‘urf terbagi atas dua macam,yaitu​[17]​‘Urf Lafd}I dan ‘Urf Amali. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu​[18]​‘UrfS{ah}ih dan ‘Urf Fasid. Menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi, ‘urf juga dapat dibagi menjadi​[19]​Al-‘Urf al-‘A<m (adat kebiasaan umum dan Al-‘Urf al-Khas{ (adat kebiasaan khusus).
Secara umum ‘urf adat diamalkan oleh semua Ulama fiqh terutama dikalangan mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan istih}sa>n (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara’) dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istih}san itu adalah istih}san al-’urf (istih}san yang menyandarkan pada ‘urf). Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah al-a>dat muh}akkamah (adat itu menjadi pertimbangan hukum).​[20]​
Menurut pengertian di atas, maka ‘urf dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut :​[21]​
1.	Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
2.	Perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3.	Tidak bertentangan dengan ketentuan nas}, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.
4.	Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Ijtihad Kontemporer
Selain beberapa metode ijtihad yang telah disebutkan di atas, dewasa ini berkembang metode ijtihad dikenal dengan istilah ijtihad kontemporer yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali masalah-masalah yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan paling cocok, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia. Suatu upaya yang berdasarkan pada kaidah bahwa,“Perubahan fatwa itu disebabkan karena berubahnya zaman, tempat dan manusia”.​[22]​
Salah satu tokoh ijtihad kontemporer yang terkenal, Yusuf al Qardhawi, dalam mengklasifikasikan ijtihad pada masa sekarang ini menjadi dua bentuk, yaitu ijtihad  intiqa>i (ijtihad tarjihi) dan ijtihad insya>’i (ijtihad kreatif).​[23]​
Yang dimaksud dengan ijtihad intiqa>’i ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam.​[24]​ Dengan kata lain, ijtihad intiqa>’iadalah mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para Ulama terdahulu dan meneliti kembali dalil-dalil nas} atau dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut yang pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjahnya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam mentarjih, seperti :​[25]​
1.	Hendaknya pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada saat ini;
2.	Mencerminkan kelemah-lembutan dan kasih sayang kepada manusia;
3.	Lebih mendekati pada kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; dan
4.	Hendaknya juga lebih mempriorotaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara’, kemaslahatan, dan menolak marabahaya.
Pada kenyataannya, dalam proses menyeleksi sekaligus mencari pendapat mana yang terkuat dari khazanah fikih Islam, terdapat beberapa instrumen kontemporer yang bisa berpengaruh terhadap ijtihad intiqa’i itu sendiri, diantaranya :
1.	Perubahan sosial dan politik nasional serta internasional
2.	Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya
3.	Desakan-desakan zaman dan kebutuhannya
Adapun ijtihad insya>’i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan di mana persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh Ulama-Ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun yang baru. Dengan kata lain, ijtihad kreatif ini bisa mencakup sebagian masalah lama yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah didapat dari Ulama-Ulamasalaf.​[26]​
Selain dari kedua bentuk ijtihad sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dikenal pula ijtihad integratif (campuran) yang merupakan gabungan dari ijtihad intiqa>’i dan ijtihad insya>’i, yaitu memilih berbagai pendapat para Ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.​[27]​
Dalam ijtihad kontemporer, baik ijtihad yang sebenarnya maupun ijtihad yang sekedar pengakuan belaka, terdapat faktor-faktor yang dapat menyeret ijtihad ke dalam kesalahan, walaupun hal itu dilakukan oleh ahlinya, sesuai dengan tempatnya, dan dengan syarat-syaratnya. Atau menyeret ijtihad pada penyimpangan apabila hal itu dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, atau dilakukan oleh seorang pakar fikih Islam, tapi tidak mencurahkan segala kemampuannya untuk mengetahui hukum syara’. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya :​[28]​
1.	Mengabaikan nas}h
2.	Salah memahami nas} atau menyimpang dari konteksnya
3.	Kontra terhadap ijma>’ yang dikukuhkan
4.	Qiyas tidak pada kedudukannya
5.	Kealpaan terhadap realitas zaman
6.	Berlebih-lebihan mengungapkan kepentingan umum walaupun harus mengabaikan nas}

Latar Belakang Penetapan Fatwa
Pada umumnya, suatu fatwa dikeluarkan oleh Ulama atau lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa disebabkan oleh munculnya suatu kejadian, fenomena, ataupun permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat dimana  permasalahan tersebut perlu untuk dipecahkan dan ditetapkan status hukumnya. Salah satu contohnya adalah penetapan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Hal ini bisa dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat di mana produsen-produsen dan para penjual seperti motor, alat-alat rumah tangga, rumah, dan lain sebagainya, semakin marak menawarkan barang dagangannya dengan sistem kredit untuk meningkatkan tingkat penjualannya.
Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Padahal, di dalam Islam emas dikategorikan sebagai barang ribawi di mana penjualannya harus dilakukan secara tunai.
Dalam menanggapi masalah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam. Sebagian Ulama ada yang membolehkan dan sebagian Ulama lain tidak membolehkannya. Masing-masing Ulama memiliki alasan tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya. Sehingga, berangkat dari fenomena inilah diperlukan adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus kejelasan mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

Isi Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli mura>bah}ah, hukumnya boleh (mubah, ja>’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (thaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
Mereka menyatakan, emas dan perak adalah thaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.
Sementara itu, Ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:
1.	Bahwa emas dan perak adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi thaman (harga, alat pembayaran, uang).
2.	Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3.	Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan thaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4.	Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih  dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan cara angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

Analisis Latar Belakang Fatwa MUI Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
Dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadis yang dijadikan MUI sebagai dasar hukum mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut, terlihat memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam al-Qur’an. Sebaliknya di dalam hadis Nabi, ditemukan beberapa hadis yang menjelaskan tentang jual beli emas tersebut. Akan tetapi, isi dari hadis-hadis tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai dalam artian proses serah terima antara penjual dan pembeli harus dilakukan pada saat itu juga.Maka dari itu, MUI berpedoman pada beberapa kaidah ushul dan kaidah fikih yang secara garis besar, apabila ditarik sebuah kesimpulan dari beberapa kaidah di atas, adat atau kebiasaanlah yang berpeluang besar dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku pada satu masa. Inilah yang bisa dijadikan sandaran bagi MUI untuk menetapkan hukum mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini. Tentu saja, hal ini juga didukung dengan fenomena yang terjadi pada saat ini dan masa lalu. Di mana apabila diperbandingkan antar keduanya, banyak sekali hal-hal yang telah berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, serta pola dan gaya hidup manusia yang semakin meningkat.
Lain daripada itu, MUI juga mempertimbangkan pendapat-pendapat para Ulama yang pro dan kontra dalam menanggapi masalah jual beli emas ini, di mana sebagian Ulama menyatakan haram hukumnya jual beli emas secara tidak tunai ini karena berpedoman pada ketentuan dalam hadis yang ada. Sebagian lagi membolehkan dengan alasan bahwa emas yang sudah diubah bentuknya sudah keluar dari statusnya sebagai alat tukar. Tentu saja, pendapat para Ulama yang pro dan kontra ini, masih harus dibenturkan lagi dengan konsep uang, karena sebagaimana kesepakatan jumhur Ulama, ‘illat emas dan perak yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah thaman (harga, uang, alat tukar).

Analisis Metode Istinba>t} Hukum Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
Apabila diamati secara seksama, yang menjadi fokus permasalahan dari masalah jual beli emas adalah ‘illat riba yang terdapat pada emas itu sendiri. Jumhur Ulama telah bersepakat, bahwa ‘illat riba pada emas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit adalah thaman (harga, uang, alat tukar).
Bisa dikatakan tepat apabila MUI menggunakan beberapa kaidah-kaidah yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan sebagai salah satu bahan pertimbangannya karena masalahnya saat ini adalah uang atau alat tukar yang dipakai oleh masyarakat pada masa sekarang adalah uang kertas atau uang logam yang jauh berbeda dengan emas yang digunakan sebagai alat tukar pada saat wurud hadis tersebut.
Inilah sebenarnya yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para Ulama dimana sebagian Ulama mengharamkan jual beli emas secara tangguh dengan berdasar kepada ketentuan yang telah disebutkan dalam hadis, sedangkan Ulama yang lain membolehkan jual beli ini dengan alasan apabila emas sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, maka hukumnya boleh untuk diperjualbelikan baik dengan sistem tunai, maupun sistem tangguh. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya(tamathul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa perhiasan dari emas atau perak telah berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang dan bukan merupakan jenis harga(uang). Hal ini dikarenakan dengan pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan(dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga(tidak lagi menjadi uang) dan bahkan dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga(uang), sebagaimana tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara harga(uang) dengan barang lainnya meskipun bukan dari jenis yang sama.
Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga(uang) dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.
	Menyikapi perbedaan tersebut, MUI sendiri terlihat lebih condong kepada pendapat yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini terlihat dari sikap MUI yang membenturkan masalah ‘urf (adat kebiasaan) ini dengan pengertian uang agar menemukan titik temu dari permasalahan di atas. Dalam hal ini, MUI merujuk pada definisi uang menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani di mana Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Agar lebih jelas lagi, MUI mengambil definisi uang menurut Ulama lain yaitu Muhammad Rawas Qal’ah Ji yang mengartikan Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (s\aman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”
Dari kedua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu itu bisa dikatakan sebagai uang apabila :
1.	Diterima secara umum sebagai media pertukaran
2.	Ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Fenomena yang terjadi pada saat ini sendiri, emas yang ada sebagian besar dibentuk menjadi emas batangan dan perhiasan serta lebih difungsikan sebagai perhiasan dan juga sebagai media investasi, meskipun di sisi lain ada juga yang mencetak emas dan perak tersebut menjadi dirham dan dinar tetapi itu masih dalam skala kecil dan oleh pihak-pihak tertentu saja.
Dari sini jelaslah bahwa emas yang ada sekarang statusnya tidak lagi menjadi uang, karena uang yang diakui dan berlaku pada saat ini adalah uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana yang kita kenal sekarang. Jadi, bisa dikatakan kalau jual beli emas pada saat ini adalah sebagaimana jual beli barang pada umumnya yang status jual belinya adalah antara uang dengan barang, bukan uang dengan uang, sehingga boleh dilakukan dengan cara tunai maupun tidak tunai.
Lain daripada itu, dalam hal ini upaya atau metode yang dilakukan oleh MUI ini bisa dikategorikan ke dalam ijtihad intiqa>’i. Ini terlihat dari sikap MUI yang mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para Ulama terdahulu dan meneliti kembali dalil-dalil nas} atau dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut yang pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjahnya. Tentu saja semua itu berpatokan pada adanya relevansi antara masalah yang diteliti dengan kehidupan pada saat ini, lebih mendekati pada kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, danjuga lebih mempriorotaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara’, kemaslahatan, dan menolak marabahaya.

Kesimpulan
1.	Jual beli emas secara tidak tunai merupakan salah satu permasalahan yang menimbulkan kontroversi atau perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Berkaitan dengan masalah ini, MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, menetapkan status jual  beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Hal ini didasarkan pada kesepakatan jumhur Ulama tentang ‘illat riba yang ada pada emas, kebiasaan masyarakat yang terjadi pada saat ini, dan definisi uang itu sendiri.
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